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ABSTRAK

CATATAN

: - Bahwa sehubungan dengan berakhirnya rencana kerja Kejaksaan

Republik Indonesia Tahun 2023, maka perlu disusun rencana kerja untuk
tahun 2024. Penyusunan ini juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
Oleh karena itu, untuk melaksanakan pertimbangan tersebut, perlu
ditetapkan Peraturan Kejaksaan mengenai Rencana Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia Tahun 2024.

Dasar hukum Peraturan Kejaksaan ini adalah:Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 67, TLN No. 4401) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (LN Tahun 2021
No. 298, TLN No. 6755); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (LN
Tahun 2017 No. 105, TLN No. 6056); Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 25, TLN No. 6850); Peraturan Presiden
Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No.
28); Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 111) ;
dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 (BN Tahun 2017
No. 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 (BN Tahun 2022 No. 33).

Dalam Peraturan Kejaksaan ini diatur:

Peraturan Kejaksaan ini menetapkan Rencana Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2024 (Renja Kejaksaan Tahun 2024), yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan berisi arah kebijakan untuk
periode 1 (satu) tahun anggaran, mulai dari 1 Januari 2024 hingga 31
Desember 2024. Renja ini menjadi pedoman bagi seluruh pimpinan di
lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri,
Cabang Kejaksaan Negeri, dan Atase Kejaksaan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan yang sejalan
dengan visi dan misi Presiden. Renja Kejaksaan Tahun 2024 terdiri atas
Buku Rencana Kerja (Lampiran I) dan Matriks Rencana Kerja Tahunan
(Lampiran Il). Peraturan ini mewajibkan seluruh pimpinan untuk
membuat Laporan Kinerja dan Anggaran secara periodik (bulanan,
triwulan, semesteran, dan tahunan) yang disampaikan secara berjenjang.
Jaksa Agung juga menyusun laporan triwulan dan tahunan untuk
disampaikan kepada menteri yang membidangi perencanaan
pembangunan nasional dan menteri yang membidangi keuangan negara.

: - Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Kejaksaan ini ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2024 dan diundangkan pada
tanggal 5 Juni 2024.
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